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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salahhsatu tujuannnegara IndonesiaidalamipembukaaniUUD.1945.adalah

melindungiisegenappbangsaaIndonesiaddan seluruhhtumpah darahiiIndonesia

dan untukkmemajukan kesejahteraannumum, mencerdaskan kehidupann

bangsa dan ikuttmelaksanakan ketertibanddunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaiannabadi dankkeadilan sosial. Dalam mewujudkan

tercapainya tujuan tersebut tentu tidak sedikit dana yang dibutuhkan untuk

melakukan pembangunan nasional. Salah satu wujudddari kemandirian

bangsaadalam membiayai pembangunan nasional adalah dengan memperoleh

sumber danaadari dalam negeri, salah satunya adalah pajak.

Menurut UU KUP No. 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1) pajak adalah

kontribusiiiwajibbkepadaNNegara yangtterutang olehoorangppribadiiiiatau

badanyyangbbersifatmmemaksa berdasarkanUUndang-Undang, denganttidak

mendapatkaniiimbalansssecara langsungdddandddigunakanuuntukkkeperluan

Negarabbagissebesar-besarnyaiikemakmuranrrakyat. Dari pengertian tersebut

dapat disimpulkan bahwa pajakKmemiliki fungsi penting dalam penerimaan

negara untuk membiayaiPpembangunan nasional yang nantinya akan

digunakan untuk menyejahterakanRrakyat.

Besarnyappotensi pajak sebagai sumber penerimaan negara membuat

PemerintahhhdalamhhhaliiiiiniDDirektoratiiJJenderaliPPajakittterus berupaya
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meningkatkaniipenerimaaniipajak sebesar-besarnya. Namun upaya yang telah

dilakukan Direktorat Jenderal Pajak nampaknya belum dilakukan secara

maksimal. Sehingga penerimaan pajak yang diharapkaniiimemberikan

kontribusiiiiyangiiibesariiiterhadapiiipenerimaaniinegara, padaiikenyataannya

tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Menurut hasil kinerjaAAPBN

yang dipaparkan oleh Menteri Keuangan tercatat penerimaan pajak baru

mencapai 64,56%, yaitu sebesar Rp. 1.018,5 triliun sedangkan target yang

dicanangkanddalamAAPBNii2019ssebesarrrRp.1.577,56tttriliun.

(Cnbcindonesia.com, 2019)

Berdasarkan data dari pajak.go.id, pada tahun 2017 target penerimaan

pajak sebesar 1,283,57 T sedangkan realisasinya hanya sebesar 1.151,03 T

atau 89,67%. Selanjutnya diiitahun22018iitargetiipenerimaaniipajakiisebesar

1,424,00 T dan realisasinya sebesar 1.315,51 T namun terjadi kenaikan rasio

dibandingkan tahun sebelumnnya yaitu menjadi 92,24%. Di tahun 2019 target

penerimaan pajak sebesar 1,577,56 T namun realisasi penerimaan pajaknya

hanya sebesar 64,56% atau 1.018,5 T (Pajak.go.id, 2018).

Data diaatasmmenunjukkaniibahwaiidalamiitigaiitahun iterakhir, realisasi

penerimaan pajak di Indonesia masih belum maksimal karena tidak sesuai

dengan target yang telah ditentukan. Dapat dilihat dari data tersebut, pada

tahun 2017 target penerimaan pajak tidak terpenuhi, realisasiiipenerimaan

pajakiidiiitahun tersebutiihanyaiimencapaiiiRp.1.151,03iitriliuniiatau hanya

89,67% dariiitargetyyangiitelahiditetapkanssebesariRp.1.283,57ttriliun. Sama

halnya padaiitahunii2018iirealisasiiipenerimaan pajak masih belumimencapai
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target.iiPenerimaaniipajak yang diperoleh diiitahun tersebutiisebesariiRp.

1.315,51iitriliun, namun presentasenya telah mencapai 92,24% dari target Rp.

1.424,00 triliun. Pada tahun 2019, realisasi penerimaan pajak hanya

terkumpul Rp. 1.018,5 sedangkan target yang diharapkan sebesar Rp 1.577,56

atau 64,56% dapat terlihat jelas bahwaiipenerimaaniipajak diiitahuniiini

masihiijauhiidariiiitarget penerimaaniipajak yang dicanangkan. Hal ini

menunjukaniibahwaiipenerimaaniipajakidalam beberapa tahuniterakhir masih

belummmaksimal sehingga pajak perlu dikelola lebih baik dan benar agar

tercapainya target penerimaan pajak yang diharapkan.

Penerimaan dari sektorppajak menurutiiAPBNiidibagiiimenjadiibeberapa

macamiiyaituiiPajakiiPenghasilan (PPh), PajakiiPertambahaniiNilai (PPN),

PajakiiBumiiidaniiBangungan (PBB), beaiidaniicukai, dan pajakiilainnya.

Salah satu penerimaanppajak yang memiliki kontribusiccukup besariiadalah

PajakiiPenghasilanii(PPh). Dalamiihaliiini, wajibiipajak badanmmendominasi

penerimaan pajakiipenghasilan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakannbadan

merupakan instansifformal yang terdaftar menjadi wajibppajak, badan lebih

mudahtteridentifikasi jati dirinya, terpantauukehadirannya, dan transparan

obyek pajaknyaasehingga pengenaan pajakaatas badan lebih optimal

dibandingkan pengenaan pajak orangppribadi. Oleh karena itu, dengan

semakiniibertambahnyaiijumlahiiwajibiiipajak badaniiiyangiiiterdaftariiimaka

penerimaaniipajak yang diperoleh akan semakin meningkat.

Berdasarkan data yang dilansir dari kontan.co.id, menurut hasil catatan

Direktorat Jenderal Pajak bahwa wajibipajakibadan terdaftar yang seharusnya
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melaporkan SuratiiiPemberitahuaniiiTahunan (SPT) pajakiipenghasilan

berjumlah 1,4 juta. Namun hingga saat ini jumlah wajib pajak badaniiyang

telahiiimelaporaniiiSPTiiipajakiiipenghasilaniiibaruiimencapaiiii768.000 atau

52,24% dari jumlah keseluruhanwwajib pajak badan yang wajib lapor

(Kontan.co.id, 2019).

Dari pernyataan tersebut, makaiidapatiidisimpulkaniibahwaiiwajibiipajak

badan yangiimendominasi penerimaaniipajakiipenghasilan di Indonesia masih

belum mencapai target dalam pelaporan SPT. Dengan demikian maka

Direktorat Jenderal Pajak harus lebih berupaya dalam menggaliiipotensiipajak

demi tercapainya penerimaaniipajakiiyangiitelah ditargetkan.

SalahiiisatuiiupayaiiyangiidilakukaniiiDirektoratiiiJenderaliiiPajak dalam

memaksimalkan penerimaaniipajak adalah meningkatkan kepatuhaniiwajib

pajak. Peraniisertaiiwajibiipajakiidalam membayar dan melaporkanipajak

dengan benar dan tepat waktu sesuai peraturaniiperundang-undangan

perpajakaniisangatiiimenentukaniitercapaiiiatauiitidaknyaiitargeti penerimaan

pajakiidiiiIndonesia. Namun sangat disayangkan, kepatuhaniiwajib pajak di

Indonesiaiimasihitergolongirendah. Berdasarkan data dari DirektorattJenderal

Pajak, jumlah kepatuhan formal wajib pajak sebesar 12,3 juta dari jumlah

wajibiipajakiiyangiiwajibiimelaporkaniiiSPTiiisebesar1118,3 juta. Artinya,

kepatuhan formal wajib pajak baru mencapai 67,2%. (Bisnis.com, 2019).

Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketidakpatuhan wajib pajak

mencapai 32,8%. Angka tersebut menandakan tingkatkkepatuhanwwajib

pajakiidiiiIndonesia cukup mengkhawatirkan. Terdapatiiifaktor-faktor yang
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menyebabkan rendahnya kepatuhaniwajibipajak sebagaimana yangidikatakan

Oji Saerojiidalamipajak.go.id, berikut:

Faktor-faktoriyangimenyebabkaniketidakpatuhaniwajibipajakiantaraiilain

kekecewaan masyarakatiiterhadapiipelayananiipublikiiyang belum memadai,

tidakiimeratanya pembangunan infrastruktur, daniikasusiikorupsiiiyang terus

terjadi. Selain itu, penyebab lainnya adalah kurangnya manfaat yang

dirasakan oleh masyarakat atas pajak yang telah dibayarkan dan minimnya

pengawasanyyang dilakukan otoritas pajak. Sehingga patutmmenjadi

perhatian yang serius bagi Ditjen Pajak agar dapatmmengatasi permasalahan

ini dikarenakan kepatuhaniiwajibiipajakiimerupakaniiifaktoriipentingiiidalam

merealisasikaniitargetiiipenerimaaniipajak. Semakiniitinggi kepatuhanwwajib

pajak,iimakaiipenerimaan pajakaakan semakiniimeningkat,iiidaniiisebaliknya

(Pajak.go.id, 2017).

Adapun dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwaiikepatuhan

wajibiipajakiidiiiIndonesiaiimasih tergolongirendah. Halitersebut dikarenakan

banyaknya faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak. Dengan

demikian pemerintah harus mampu menyusun strategi yang tepat untuk

meningkatkaniikepatuhaniiwajibiipajak guna memaksimalkaniipenerimaanidi

pajak.

Selain meningkatkan kepatuhan wajibiipajak, DirektoratiiJenderaliiPajak

jugaiimelakukan beberapaiitindakaniipenegakaniihukum sebagai upaya dalam

mengoptimalkan penerimaan pajak. Salah satu penegakan hukum ini berupa

pemeriksaan. Pemeriksaan pajak dilakukanDDitjen Pajak dalamiirangka
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menjalankaniifungsippengawasan terhadapiwajibipajakiyangiibertujuan untuk

menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakankkewajiban

perpajakannya .apakahiiwajibiipajakiitelah imelaksanakan pembayaraniipajak

sesuai dengan jumlah yang tertera dalam ketentuan perpajakan dan juga

terdapat tujuan lain. Di Indonesia pelaksanaan pemeriksaan ini masih

tergolong rendah seperti data yang dilansir dari cnbcindonesia.com berikut ini:

BerdasarkaniidataiidariiiCenteriiforiIndonesiaiTaxationiAnalysis (CITA),

tingkat pemeriksaan terhadap wajib pajak di Indonesia masih sangat rendah.

Terlihat dari auditccoverage ratio tahun 2017 menunjukkan bahwa hanya

34.148 WP badan yang diperiksa dan 8.757 WP orang pribadi yang diperiksa.

Dapat diartikan bahwa tidakksemua wajib pajak diperiksa atau sekurang-

kurangnyabbelum menjadi sasaran pemeriksaan pajak (Cnbcindonesia.com,

2018).

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa Ditjen Pajak dapat

memaksimalkan pemeriksaan terhadap wajib pajak dikarenakan masih

rendahnya pemeriksaan pajak di Indonesia. Adanya pemeriksaan pajak

diharapkan dapat mengurangi dan mengantisipasi setiap kecurangan

perpajakan yang terjadi sehingga dapat mengoptimalkan target penerimaan

pajak.

Diiisampingiipemeriksaaniipajak, untukiilebih meningkatkanipenerimaan

pajakiiDirektoratiiJenderaliiPajakiimelakukan penagihan pajak kepadaiiwajib

pajak.iiPenagihan pajak adalahhserangkaian .kegiatan penagihan yang

dilakukan Ditjen Pajak terhadap wajib pajak karena tidakmmemenuhi
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kewajiban iperpajakannya sesuaiiidenganiiiperaturaniiiperundang-undangan

perpajakan yang dilaksanakanddengan mengirimkan suratiperingatan,iisurat

teguran, penyitaan dan pelelangan. Menurut berita yang dikutip dari

cnnindonesia.com, “Untuk memenuhi targetppenerimaan pajak, Kementerian

Keuangan perlu melakukan pembenahan dan memperkuat sistem pengawasan

penagihan yang dibangun. Ditjen pajak juga perlummengidentifikasi wilayah-

wilayah yang rawan akan tindakan curang” (Cnnindonesia.com, 2018) . Dari

berita tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah harus lebih

memperhatikan tindakan penagihan pajak. Dengan dilaksanakannya

penagihan pajak yang efektif diharapkan penerimaan pajak akan meningkat.

Dalam upaya mendukung pencapaian penerimaaniiipajak,iiiDirektorat

Jenderal Pajakiijugaiimelakukaniiikegiatan sosialisasiiiiperpajakan. Menurut

berita yang dilansir dari pajak.go.id, di daerah Bangkalan terdapat 30 orang

calon legislatif yang mengikuti sosialisasi perpajakan. Diharapkan kegiatan

sosialisasi mengenai hak dan kewajiban perpajakan ini dapat membuat para

calon legislatif lebih mengetahui dan paham akan pentingnya pajak. Selain itu,

menumbuhkan kesadaran pajak dan meningkatkan penerimaan pajak negara

merupakan output lainnya yang diharapkan dari sosialisasi perpajakan

(Pajak.go.id, 2019) . Dari berita tersebut dapat disimpulkan bahwa salahiisatu

strategi yangiidapat dilakukaniiidalam mendukung pencapaianiiipenerimaan

pajakiiadalahiidenganiimelakukan sosialisasi perpajakan.

Penelitian-penelitianiisebelumnyaiiiyangiiimenjadiiiidasariipeneliti untuk

melakukaniiipenelitianiiiiniiiadalahiiiyangiiidilakukaniolehiiRahmawati, dkk.
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(2014) menyatakan bahwa pemeriksaaniipajakkdan kepatuhaniiwajibiipajak

berpengaruh signifikan terhadapiiipenerimaaniiipajakiiipenghasilaniiibadan.

Selain itu, menurut penelitian Ratna dan Afriyantiii(2010) menyatakan bahwa

kepatuhaniiiiiwajibiiiiiipajakiiiiiidaniiiiiipemeriksaaniiiiiiipajak berpengaruh

terhadapiiipenerimaan PPhiipasalii25/29iiiWPiiiBadan. Penelitian-penelitian

tersebut didukung dengan penelitian Clement Olatunji Olaoye dan Ayodele

Temitope Ekundayo (2019) tentang “Effect of Tax Audit onoTax Compliance

and Remittance of Tax Revenue ineEkiti State” yangiimenyatakaniiibahwa

pemeriksaaniipajakiimempunyaiiiipengaruhiiyang signifikan padaiikepatuhan

pajakiidan penerimaaniipajak.

Selanjutnya, penelitian Waluyo (2016)iimenyatakaniibahwaiikepatuhan

wajibiipajakiimemilikiiipengaruhiiterhadapiipenerimaaniipajak. Namun, pada

penelitianiiRosy Prihastanti daniiKiswanto (2015) menyatakanibahwaitingkat

kepatuhan wajib pajakiibadan tidak berpengaruhiiterhadapiipenerimaanipajak

yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak.

Pada penelitian Firdayani, Theo Allolayuk, dan Dr. Paulus K. Allolayuk

(2017) menyatakaniiibahwaiiipemeriksaaniiipajakiiiberpengaruhiiiiterhadap

penerimaaniipajak. Diperkuat denganiipenelitian dari Jean Bosco Harelimana

(2018) tentang “Effect of Tax Audit on Revenue Collection in Rwanda”

menyatakaniiibahwaiiipemeriksaaniiipajakiiimempunyaiiiipengaruhiiterhadap

penerimaaniipajak.

Berdasarkaniilatariibelakangiiyangiitelahidiuraikanidiiatas,imaka peneliti

tertarikiiuntukiimelakukaniipenelitian yang berjudul “PengaruhiiKepatuhan
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WajibiiPajakiiBadaniidan PemeriksaaniiPajakiiiTerhadapiiiPenerimaan

PajakiiPenghasilaniiBadan (Studi Kasus padaiiKantoriiPelayananiPajak

PratamaiiJakartaiiKebayoraniiLama)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkaniiilatariiibelakangiiimasalah yangiiiitelahiiiidiuraikan,iiimaka

rumusaniimasalahiidalamiipenelitianiiiniiiadalahiisebagaiiiberikut:

1. Apakahiikepatuhaniiwajibiipajakiibadan berpengaruh terhadapipenerimaan

pajakiipenghasilanibadan?

2. Apakahiiipemeriksaaniiipajakiiiberpengaruh terhadap penerimaaniiipajak

penghasilaniibadan?

3. Apakahikepatuhan wajibiipajakibadan danipemeriksaanipajakiberpengaruh

terhadapipenerimaanipajakipenghasilanibadan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusaniimasalahiidiiiatas, makaiitujuan penelitianiiiini

adalah untukiimenemukaniibuktiiiempirisiiatasiihal-haliisebagaiiiberikut:

1. Pengaruhiiikepatuhaniiiwajibiipajakiibadaniiterhadapiiipenerimaaniiipajak

penghasilan badan.

2. Pengaruhiipemeriksaaniiipajakiiterhadapiiipenerimaaniipajakiipenghasilan

badan..

3. Pengaruhiikepatuhaniiwajibiipajakiibadanidanipemeriksaanipajakiterhadap

penerimaanipajakipenghasilanibadan.
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D.ManfaatiiPenelitian

Melalui penelitianiini, diharapkaniimemberikanimanfaatisebagaiiberikut:

1. ManfaatiiTeoretis

Hasiliipenelitianiiiniidiharapkanidapat mengembangkan ilmuppengetahuan

serta menambahwwawasan mengenai penerimaan pajak penghasilan,

khususnya dalam hal pengaruh kepatuhanwwajibppajakiibadaniidan

pemeriksaaniipajakiiterhadapiipenerimaaniipajakiipenghasilaniibadan.

2. ManfaatiiPraktis

a. BagiiiPenulis

Penelitianiiini memberikaniipengetahuan serta pemahamaniiimengenai

penerimaan pajak penghasilan kepada peneliti.

b. BagiiiPembaca

Hasiliipenelitianiiiniidiharapkanimampuimenambah wawasanppembaca

serta dapatiimenjadi bahan referensi dalamiipenelitiannlebih lanjut

mengenai topik ini.

c. BagiiInstansiiTerkait

Hasilidariipenelitianiiniidiharapkanidapat menjadi bahaniipertimbangan

daniimasukan mengenai faktor-faktoriiiyangiiidapatiiimempengaruhi

penerimaaniiipajak serta usaha yang bisa dilakukan agar

meningkatkaniikepatuhaniiiwajibiipajakiidaniipemeriksaaniiipajak guna

pemenuhan penerimaanipajak.
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